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Abstrak

Praktik bisnis memerlukan perlindungan hukum, kbususnya perlindungan terhadap hak
kekayaan  intelektual (LKD) yang terdapat  atuu  melekat pada komoditar yang
bevsangheutan. Persaingan bisnis telab mendorong munculnya trade dress sebagar suatn jenty
FIKT yang relatif baru. Sclidaknya, bagi Indonesia yang bingga saat i belum mensilikei
peraturan perpndang-undangan yang secara &busus mengatir lentang Irade dress. Padabal,
dalam prakiik bisnis sudah muncal trade dress dan babkan duapat berpotensi menimbullean
sengkela bsnis. Dalam tulsan ins, dinraikan fentang pengertian trade dress sebagat
Kemasan dagang dan femudian difays tentang perlindungan bukum trade dress dilinjan
dar beberapa. peraturan hukum di bidang HKL Huknm merek di Indonesia belum
mengatur lentang trade dress. Berkenaan dengan bal ini, maka trade dress dapat
drdaftarkan sebagar merek dengan cara mengkombinasikan HRSUY-URSHY Yang lerdapal padu
merek dan kemasan pada produk sebagai tanda yang membedakan dengan produk Jain,
Hukum desain industri pun dapat diounakan untuk memberikan perlindungan hukum
terhadup trade dress. Kemasan suatu produk dapat berupa komposisi aluu &ontionrasi dari
berbagai unsur yang berbentuk dua dimensi atan l10a dimensi dengan demikian trade dress
dapat didaflarkan sebagai desarn industri. Perlindungan huksm perdata secara umnm
dapat digunakan uniuk melindungi trade dress yang tidak terdafiar, nammn digunakan
dalam prakiik bisnis. Ketentuan tentang perbuatan melawan bukam (onrechimativedaad)
sebagaimana duatur dalam Pasal 1365 Kitah Undang-Undang Hukum Perdata dapal
digmnakan sebagar dusar peraturan.

Kata Kunci: Trade dress, Merek, Desain Tndustri.

74 Bagian Kedua, Hukum Perdago dalam Perspeknf Hukum Ke ety aen Intelektual



A. Pendahuluan

Transaks: bismis yang terjadi pada cra globalisasi dewasa ini telah
mendorong  terjadinya persaingan  vang semakin ketat antarpelaku  usaha.
Temuan 1cknologr telah mempercepat proses industrialisasi. Barang-barang
yang diproduksi oleh negara maju dapat diprodukst oleh negara-negara
berkembang. Barang-barang dan alat-alat elektronik vang dibuat di Eropa dan
Amerika  Serikat  (AS) sudah  mampu  diproduksi i Indonesia, karena
perusahaan mult nasional menginvestasikan modalnya. Tidaklah heran, apabila
komoditas atau barang-barang vang diperdagangkan semakin beragam jenisnya
dan semakin banyak jumlahnoya.

Setiap bisnis atau perdagangan niscaya terkait dengan aspek-aspek hak
kekayaan intelekiual (HKI). Bidang atau resim HKI yang relevan dengan
industri dan perdagangan adalah merck. Fungsi utama merck dalam bisnis,
yaitu  schagai tanda  pembeda  suatu barang  dengan  barang  lainnya.
Percumbuhan dan perkembangan merck berkorclasi positif dengan tren bisais.
Beragam merek bermunculan searah dengan menjamurnya barang schingga
para perancang merck memperluas konsep tentang tanda yang dapat digunakan
sebagai merck. Mulai dari tanda berupa gambar hingga tanda yang tak nampak
digunakan scbagai merck.

Motivasi utama munculnya beragam tanda yang digunakan scbagai
merek, tdak lain untuk menciptakan kesan (ézage) dan citra yang khas, unik,
dan spesifik pada produk yang dilckatkan tanda tersebut. Berkenaan dengan hal
ini, muncual frade dreis sebagai cara vang reladf baru untuk melindungi tren
bisnis tertentu dari persaingan bisnis vang semakin ketat. Trade dress di beberapa
negara maju sudah diakui dan dilindungi oleh peraturan hukam dan untuk itu
pemilik #rade dress dapat mendaftarkan atau memilih untuk ddak mendafrarkan.

Perlindungan hukum trade dress di luar negeri, seperd AS, Inggris, dan
Australia, diatur dalam beberapa peraturan. Sedangkan, Indonesia hclum diatur.
Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan, #ude dress sudab digunakan

dalam prakuok bisnis di Indonesia, namun karena belum ada pengaturan secara
khusus, maka trade dress diperlakukan sebagar merek barang atau jasa. Dalam
prakuak bisnis, #rade dress digunakan untuk barang dan jasa, termasuk teknik dan
kiat bisnis vang dirancang secara lengkap dengan cakupan yang huas. Dengan
demikian, perlindungan hukumnya disesuaikan dengan bidang hukum vang
terkait.

B. Trade Dress sebagai Kemasan Dagang

Awalnya, stlah  frade  dress digunakan  untuk produk  vang akan
dipasarkan. Suatu produk yang akan dijual harus “berhias” atau “berdandan”
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schingga produk itu dibert “pakaian”. Maksudova, produk itu dikemas dengan
diberi nama (/abel) dan diberi ciri khusus atau khas seperti warna, bentuk, dan
ukuran.

Sckarang, frade dress digunakan sebagai teknik penjualan tertentu sebagai
suatu totalitas. Sejak dart penulihan bahan untuk pengemasan (packaging hingga
pemasaran. Kettka produk terscbut diluncurkan  (Jannched), diselenggarakan
suatu acara yang mengundang beberapa tokoh dan masyarakat  dengan
menampilkan hiburan. Acara tersebut ditavangkan di media elektronik dan
media cetak. Misal, peluncuran mobil dengan merck dan jenis (pe) tertentu.
Hal ini bertujuan untuk memberi identitas dan ciri pada suatu produk agar
dapat menarik perhagan konsumen. Secluruh  rangkaian kegratan itu pada
akhirnya adalah untuk dapat memenangkan persaingan bisnis.

Berdasarkan pengertian tersebut, Robert B. Golden mengarukan #frade
dress: as a product’s "total iwage" or "overall appearance and "may iclude features such as
$ize, .dmpe, color or color combinations, texture, graphics or even certain sales f(’t'/)ﬂ/(//léﬂl’.l
Selanjutnya, dinvatakan: Trade dress i a complex compaiite of features... Thus, a party
may claim protection for a unique combination of features, even thongh all of the features,
individually, may bave been used previously by others.”

Istlah frade dress dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagat
kemasan dagang vang mencakup keseluruhan kesan atau penampilan secara
kescluruhan yang terdiri dan berbagai unsur sebagai ciri khas suatu produk,
seperti ukuran, bentuk, warna atau kombinasinya, tekstur, dan termasuk teknik
penjualannya. Jadi, kemasan dagang (frade dress) harus dipandang scbhagai suam
kescluruhan (whole). Meskipun, ada kemungkinan salah satu unsur dari kemasan
dagang itu ada kemiripan dengan merek barang atau jasa dari perusahaan lain.
Gabungan unsur-unsur secara keseluruhan dan bersama-sama atau tidak
terpisah merupakan syarat utama dari frade dress.

Suatu kemasan dagang dalam arti sempit mencakup penampilan atau
bentuk keseluruhan dari suatu produk yang mencakup: nama, desain kemasan
(package) atau bungkus, isi kandungan, ukuran, dan ciri khas lain seperti warna,
tekstur. Botol Coa Cola misalnya, memiliki desain dengan bentuk khusus
dengan ukuran tertentu, dilekatkan merek berupa kombinasi huruf dan warna
dengan rasa yang khas.’ Scdangkan, dalam arti luas, kemasan dagang tidak
hanya berbentuk kemasan tetapi juga mencakup kesatuan dari unsur-unsur
vang digunakan dalam pemasaran bisnis.

" Robert B. Golden, “Trade Dress: The Forgotten Trademark Right,” <http./ corporate findlaw. com/intellectual-
property’ tade-dress-the-forgotten-trademark-righchtml>, diakses tanggal 19 Febravan 2015.

* Ibid.

" Linda Stevens dan Mark 8. Vanderbroek, Proteciing amd Enforcing Trade Dress (Paper of 32 Annual Faum
on Franchising, American Bar Association, October 14-16, 2009. Toronto. Ontario), hal, ||
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Trade dress digunakan untuk mehndungi berbagai sektor bisnis, antara lain:

I. Restoran atau rumah makan, mendesain m/erior ruang makan bersuasana
pesta dengan warna cerah, tembok atau dinding dilukis (marals). Desain
exterror bangunan  dibert lampu  neon, dipasang  urai, dan  payung.
Keseluruban desain itu diperlakukan sebagai 2rade dress vestoran Taco Cabana
yang ditiru oleb restoran lain, yaitu o Pesos,

2. Pertunjukan bisnis (Zrade shows ataw showbisy Toy Farr yang dikemas secara
menycluruh,  mencakup:  nama  acara, waktu  pelaksanaan,  lokasi,
penampilan, proses atau susunan acara, dan kegratan atau akovitas dalam
sctiap tahapan acara.’

3. Barang dengan desain dan penampilan unruk arlop merek Guer berbentuk

huruf “G7" dan desain bentuk secara keseluruhan dar mobil merek Ferrar
Daytona Spyder.”

HMingea saat i1, peraturan perundang-undangan yang mengatur sccara
khusus tentang frade dress di Indonesia belum ada. Padahal, prakuk bisnis udak
dapat menunggu dibuatnya peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan
hal i, pemilik produk dapat menempuh jalur hukum sesuar dengan unsur-
unsur yang terdapat pada srade dress untuk didattarkan menurut bidang hukum
yang terkait dengan unsur-unsur dalam Zude dress.

C. Perlindungan Trade Dress dengan Hukum Merek

Trade dress berkatan erat dengan merck. Pengeruan merck menurut
ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merck (UUM)," vaita: fanda yang berupa gambar, nama, kata, buruf-buruf, angka-
angka, susunan warna, atau kombinasi dari wnsur-wnsur tersebut yang memiliki daya
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atay jasa. Tanda yang
digunakan sebagai merek mencakup unsuar-unsur vang beragam dan luas seperti
gambar, nama, kata, hurut-hurutf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi
dari unsur-unsur tersebut.

Di luar negeri, unsur-unsur itu tclah berkembang, gamibar misalnya,
sudah berkembang dalam bentuk tanda vga dimensi (#hree-dimensional signs),
scperti gambar bintang berbentuk tiga dimensi untuk merek mobil Mervedes.
Selain iy, tanda vang ddak terlihat juga dapat digunakan sebagai merek. Suara
(sound) digunakan scbagai merck. Misal, gl musik atau nada lagu tertentu
digunakan untuk merek perusahaan radio (broadeasting company) atau suara

“ Golden, Op. Cit

* Stevens dan Vanderbroek. Op Cir. hal. 2

* Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4131
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raungan  (rexr) Singa untuk perusahaan filem Metro-Goldwyi-Mayer (MGM),
Demikian pula dengan bau (el atau aroma dan citarasa (taste) digunakan
untuk membedakan merck parfum atau minyak wangi, tetapi bau vang menjadi
esenst ramuannya tidak dapar didaftarkan sebagai merek.”

Di Australia, menurut ketentaan Section 6 of the Trade Marks Act 1995,
suata tanda (« sgn) meliputi: any letter, word, name, sionature, numeral, device, brand,
beading, lubel, ticket, aspect of packaging, shape, colonr, sound or scent” Dalam
rumusan tersebut menyebut aspek pengemasan termasuk dalam pengertian
tanda yang dapat digunakan scbagai merck. Begitu pun, di Inggris, menurut
Section 1 (1) of the Trade Marks Act 19941 A ivade mark may, in particular, consisit of
words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of poods or their
packaging.” Vada bagian akhir disebur kara packaging, berarti pengemasan
merupakan merek dagang. Berdasarkan pengertian itu, dapat dipahami bahwa
di Australia dan Ingeris, ketentuan rentang merek dagang dapat digunakan
untuk melindungi frade dress.

Di Amertka Serikat, perlindungan hukum terhadap  #rade dress juga
menggunakan UUM, vaitu Trademark et 1946, lebib dikenal dengan sebutan
the Lanbam Act. Menurut Stevens dan Vanderbroek, perlindungan hukum 7rade
dress dapat melalui pendaftaran (registered) atau tidak (uregistered): The federal
statulory framenork jor profeciion of irade dress and trademarks — the | anban le, 15
US.C. § 1051 o1 seq. — is the same. Trade dress may be registered with the PTO) under
Sectrons 2 (products) and 3 (services) of the Lanbam Adt, in the same way that word and
logo markes can be registered. 1d., §§ 1052, 1053, Unregistered trade dress is protected under
Sectzon 43(a) of the Lanbam Act in much the same way that wnregisiered marks are."”
Sistem hukum AS menganut sistem common Jaw didasarkan pada kasus hukum
(case iaw) schingga trade dres berkembang melalui kasus atau perkara hukum di
pengadilan,

Meskipun #rade dress berkaitan dengan merck, namun keduanya memiliki
perbedaan. Ketentuan UUM mengartikan merek adalah tanda vang merupakan
unsur-unsur yang dalam prakuknya telah berkembang dengan huas, mulai dari
gambar, nama, huruf hingga bunyi dan bau. Sedangkan, /rude dress mencakup
kescluruhan dari unsur-unsur yang terdapat pada suatu produk, termasuk
merek; kemasan, desain bentuk, dan bahkan teknik penjualan juga tkut.

Jeremy Phillips dan Alison Firth, Introduction to Intellectial Property Law, 4" Edition (London: Butterworths.
2001), hal. 311,

P I McKough dan Andrew Stewart, fnzellectual Property in Australia, 2" Edition (Sydney: Butterworths. 1997),
hat. 421

" Phillips dan Firth, Op Ciz, hal. 310

" Stevens dan Vanderbroek, Op. C1r., hal. 4.

) ).
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Pengernan merck di Indonesia sebagaimana diatar dalam UUM
15/2001, tudak menyebut secara tersurar (explicithy) tentang kemasan. Berbeda
dengan UUM di Inggris dan Australia yang dengan regas menyebut aspek
kemasan. Dengan demikian, dapat dikatakan ada kekosongan hukum (reciz
vacuim) karena UUM 15/2001 tdak mengatur tentang kemasan dagang atau
trade dress.

Ketiadaan perataran tentang frade dress dapat mendorong terjadinya
sengketa hukum. Misal, sengketa antara merek OREQO melawan  merek
RODEO. Merck OREO  terdaftar di Kantor Merck. Merck RODEO
didaftarkan dengan menggunakan huraf balok (bcé letter). Ketika dipasarkan
atau dijual, kemasan dan bentuk huruf pada merck RODEO dibuat mirip
dengan merek OREO. Hal ini berpotensi atau dapat menyesatkan  dan
membingungkan konsumen. Padahal, kedua produk itu berbeda dan berasal
dari perusahaan yang berbeda pula.”

Perindungan  hukum  terhadap  sade  dres, dapat  disiasat dengan
melakukan  kombinasi unsur-unsur merek dengan bentuk  kemasan atau
tetpisah.”” Merek merupakan salah satu unsur dalam rade dress, maka tanda
vang digunakan sebagai merck pada kemasan produk dapat didafrarkan
menurut  kerentuan UUM 15/2001. Pcrlindungnn hukum atas merek
berlangsung sclama 10 tahan dan dapat diperpanjang. Bentuk kemasan dari
produk dapat didatiarkan menurut ketentuan desain indust.

D. Perlindungan Trade Dress dengan Hukum Desain Industri

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa fade dress atau kemasan
dagang meliputi desain atau rancangan bentuk dari produk atau sektor bisnis
tertentu. Penyebutan kata desain secara tegas menunjukkan adanya keterkaitan
antara /rude dress dan desain industr, seperti vang diatur dalam U ndang-Undang
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (U1 IDI." Arti desain industri
menurut Pasal 1 Angka 1 UUDI 31/2000: snatu  kreasi lentung  bentuk,
konfigurasi, alan komposisi saris atan warma, atan garis dan  warna, atan
gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi aiay dua dimensi yang
memberikan kesan estetis dan dapat dinmjndkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi
serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas
induster, atan &erajinan langan.

" Amalia Roosseno, “Aspek Hukum tentang Morck” Prosiding Lokakarva Hak Kekavaan Intelektual dan

Perkembungannya. disusun oleh Emmy Yuhassarie (ed.) (Jakarta: Pusat Pengkapan Hukum. 2005). hal. 224

2 Ibid., hal. 223

" Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran
Negara Republik ndonesia Nomor 40453,
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Kata-kara yang sengaja dicetak tebal, untuk menunjukkan adanya kaitan
dengan pengertian #rade dress vang telah diuraikan di atas. Suaru kemasan
produk dirancang sccara menyeluruh yang terdiri dari unsur-unsur: bentuk,
ukuran, warna, kemasan atau bungkus, tanda vang digunakan schagal merek
vang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, dan susunan
warna. Berart, ruang lingkup atau cakupan frade dress sangat erat berkairan
dengan desain industri. Penampilan dari bentuk dan konfigurasi atau susunan
warna dan hiasan-hiasan yang terdapar pada kemasan barang masuk dalam
kategori desain industri.

Desain produk termasuk desain bentuk  kemasan vang merupakan
unsur dari frade dress dapat didaftarkan meourur ketentuan peraturan UUDI
31/2000 dan menurat ketentuan Pasal 5 UUDI 31/2000 masa pcrlindungan
hukum desain industri selama 10 tahun, Dengan demikian, perlindungan trade
dress di Indonesia, merupakan kombinasi arau dipisah sesuai dengan cakupan
bidang HKI. Unsur yang berkenaan dengan tanda dilindungi menurut hukum
merek. Sedangkan, desain produk atau desain kemasan dilindung: menurut
ketentuan hukum desain industri. Masa perhindungan keduanya, merck arau
desain industri, adalah 10 tahun.

E. Perlindungan Trade Dress dengan Hukum Perdata

Hukum perdaia berpeluang atau berpotensi untuk mclindungi zade
dress. Dalam hal ini hukum perdata merupakan ketentuan umum (general
provision), vang berlaku apabila tidak diatur dalam ketentuan khusus (specia/
provision). Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) atau Burserlyke Wethoek S. 1847 No. 23, diarur tentang perbuatan
melawan  bhukum (omrechimatigedaad): ~ Setiap  perbuatan  melawan  hukuw  dan
mienimbulkan kerugian kepada orang lain, mewapibkan vrang yang menimbulkan kerygian
tt4 Katena kesalabannya nntuk menggantifar kergtan tersebut.

Ketentuan pasal i, pernah digunakan untuk menyelesaikan sengketa
dalam perkara Drugkkers Arrest tanggal 31 januan 1919, Perisnwanya terjadi di
kota Amsterdam, ada dua perusahaan percetakan vang saru milik Lindenbaum
dan satunya milik Cohen. Dalam hal i, Cohen membujuk karvawan dari
Lindenbaum untuk membocorkan informasi di kantornya schingga bisnis
perusahaan Cohen maju. Sebaliknya, perusahaan milik Lindenbaum merugi.
Lindenbaum mengetahui perbuatan curang dari Coben dan untuk itu dia
menggugatnya di pengadilan dengan menggunakan Pasal 1365 KUH Perdara,
Akhirnya, Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) memenangkan perkara it

"R, Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Cetakan Pertama (Bandung: Bmacipta, 1977), hal. 77-78.

O - ’ #
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Sengkera ini dapar dikategorikan sebagai sengketa HK1 tenrang rahasia dagang
(trade secred). '

Merujuk pada yunsprudensi tersebut, maka pemilik srade dress dapat
menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata untuk melindungi. Jadi, apabila
sescorang - menggunakan - frude  dress orvang lan dapar  digugat  dengan
menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata. Meski demikian, tidaklah mudah
untuk menerapkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Pemilik #rade dress
harus membuktikan unsur-unsur vang terdapat dalam ketentaan perbuatan
melawan hukum yang bersifat kumulatif di Pengadilan Negeri, bukan di
Pengadilan Niaga karena  pokok  sengketanva bukanlah HKI  melainkan
perbuatan melawan hukum  sebagaimana  diatur dalam Pasal 1365 KUH
Perdata.

F." Penutup

Globalisasi telah mendorong pertumbuhan bisnis dan perdagangan
dengan pesat dan mendunia schingga tren bisnis vang terjadi di luar negeri
dapat terjadi di dalam negeri secara cepat. Interaksi dan transaksi bisnis dalam
prakik udak dapat menunggu dibuatnya suatn peraturan khusus olch
Pemerintah. Gejala munculnva #rade dress relevan dengan situasi dan kondisi
sepert 1.

Trade dress dapat diakui keberadaannya di negara dengan sistem hukum
scommon law yang didasarkan pada kasus hukum vang diputus oleh hakim di
pengadilan. ‘Tidaklah heran, apabila #ade dress berkembang di AS melalui
putusan hakim pengadilan di negara bagian maupun federal. Hal ini untuk
mengantisipasi praktk bisnis vang selalu mencari hal-hal vang baru (muorative)
scbagai akibat persaingan bisnis yang ketat.

Meskipun perlindungan hukum frade dress di Indonesia belum diatur
dalam peraturan perundang-undangan, namun dart peraturan hukum yang ada
dapat digunakan untuk mengantisipasinya. Perlindungan hukum trade dress
dapat dilakukan melalui HKI dengan mencrapkan secara simultan ketentaan-
ketentuan Hukum Merek, Hukum Desain Industri. Selain itu, ketenruan
Hukum Perdata, # casie Pasal 1365 KUH Perdara juga dapat digunakan untuk
menggugat pihak-pihak yang melanggar hak dari pemilik #rade dress.
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KATA PENGANTAR

H ukum Perdata merupakan bidang atau cabang hukum yang paling tua d
dunia. Jauh sebelum adanya negara, seriap orang sudah melakukan
interaksi dan transaksi di segala bidang kehidupan dalam rangka uatuk
memenuhi kebutuhan hidup. Tidaklah heran, apabila hukum perdata memuar
materi yang demikian luas dan beragam. Hal ini erat berkairan dengan konsep
Hukum Perdata yang mengarur hubungan antarindividu atau antarpersonal,
dengan demikian substansinya berkenaan dengan kebutuhan dan kepentingan
indidual.” Meski demikian, konsep ini telah berubah dan berkembang Iuas
schingga urusan keperdataan juga melibatkan masyarakat atau publik dan
negara. Gejala ini sudah mendunia dan bahkan di negara-negara vang
berpaham individualisme dan hiberalisme pun, negara dan masyarakat ikut
dalam pengaturan hubungan yang bersifat individual.

Schubungan dengan hal itu, signifikan unwk dilakukan pengkajian
Hukum Perdata dalam berbagai perspekiit. Studi  tentang Hukum Perdata
secara komprehensif, sesungguhnya merupakan tuntutan dan konsckuensi dan
pertumbuhan  dan  perkembangan  masyarakat,  Apalagi Hukum  Perdata
Indonesia yang secara historis dan substantif meliputi tiga sistem hukum, yairu:
Hukum Perdata Barat (#he Western Private Law), Hukum Perdata Tslam (/4
Lslamsic Private 1.aw), dan Hukum Perdata Adat (the Adat Private 1.aw). Hukum
senanuasa berkembang dan lembaga peradilan pun bermunculan. Termasuk,
Mahkamah Konstitusi vang dalam putusannya telah melakukan reen substansi

flukum Keluarpa.



Kchadiran buku ini dilandasi pemikiran semacam i, Para penulis vang
merupakan dosen Fakulras Hukum Universitas Lampung (FH Unila) vang
tergabung  dalam  Jurusan  arau  Bagian  Hukum Keperdataan  mengkaji
perkembangan Hukum  Perdara  dalam berbagal perspekaf. Pada  Bagian
Hukum Keperdataan FH Unila rerdapat lima kelompok dosen (peer group):
Dasar-Dasar llmu Hukum, Hukum Perdata Barat, Hukum Iikonomi, Hukum
Perdata Adat atau lazim discbut Hukum dan Masyarakat, dan Hukum Perdata
Islam. Buku ni merupakan monografl atau himpunan tulisan tentang Hukurn
Perdata dari dosen-dosen vang tergabung dalam peer group Hukum Perdarta.
Pengelompokan tulisan dalam buku ini, meski tdak identik dengan pembagian
peer group, namun merupakan representast dari cahangwcnhnng hukum pada
Hukum Perdata. R

Penerbitan buku ini pada hakikainya mcrupakan sarana pengayaan
(enrichment) dan penycbaran (diseminasi) pengetahuan Hukum Perdata dalam
perspeknf akademik atau teoritik dan prakek. Diharapkan buku ini dapat
bermanfaat bagi para ahli hukum (lawyers) dan juga bagi para mahasiswa hukum
(law students). Kami mengakui babwa masih ada kekurangan dan kelemahan
dalam penulisan buku ini dan untuk it saran yang  konstruktif dapac
disampaikan melalui [-mail kepada masing-masing penulis. Kami mengucapkan
terima kasih kepada segenap pthak yang telah membanna dalam penerbitan,
Tidak lupa, kami pun mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marindowad,
S.H., M. dan ibu Rosida, S.H. atas kontribusinya dalam pengembangan ilmu
pengetahuan Hukum Perdata, semoga Allah SWT memberi pahala vang

setmpal atas darma baku vang telah disumbangkan.
Bandar Lampung, April 2015
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